SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 Peraturan Daerah

Mengingat

Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Samarinda Nomor 25);

9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

ul

10.
11.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah adalah Kota Samarinda.

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur

pelaksana teknis operasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bapenda.

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong
Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB
adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen
Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Insidentil adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pengambilan Mineral Logam dan Batuan pengambilan
dalam waktu tertentu atau tidak berkelanjutan.

Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertambangan dan/atau
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam baik di dalam
maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah usaha-usaha
pertambangan serta fasilitas penunjang lainnya.

Volume adalah satuan ukuran dari Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga patokan yang
ditetapkan oleh Gubernur secara periodik berdasarkan mekanisme pasar.

Crushing adalah suatu tahap dari pengolahan mineral dimana bijih/batuan dari
lokasi tambang dimasukkan didalam peralatan mekanik untuk pengolahan.

Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah dokumen
yang wajib disusun oleh Perusahaan pertambangan setiap tahun dan diajukan
untuk disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau
Instansi yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
daerahnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan
atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wuntuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan
dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
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Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua
jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan
Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan
Retribusi Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum

pemungutan Opsen Pajak MBLB bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan
kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah bagi masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk optimalisasi tata

kelola pemungutan Opsen Pajak MBLB di Kota Samarinda.

BAB III
PEMUNGUTAN DAN SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 3

(1) Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pokok Pajak MBLB terutang.
(2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai jual hasil
pengambilan MBLB.

(3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian

volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan harga

()

jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah
Daerah.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan
batu bara.
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Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak
terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 4

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan bersamaan dengan
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas
Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas
Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh
Wajib Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi
administratif atas Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk telah menerima
pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke
kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
SPTPD Pajak MBLB.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran
Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB Pajak
MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta
pertimbangan dari Gubernur melalui kepala perangkat daerah Provinsi yang
melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan kelebihan pembayaran
Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan dengan
pengembalian Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB,
Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbetuk:
a. pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Opsen Pajak MBLB;



b. pelaksanaan sistem elektronik Pajak MBLB;
c. pendataan Objek MBLB di Daerah;

d. berbagi data (data sharing) dan menggunakan data perizinan dan nonperizinan
pertambangan MBLB di Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi;
dan/atau

e. pengawasan bersama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sinergi pemungutan Pajak MBLB
dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara
pembayaran pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Opsen
Pajak MBLB ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 533

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

AS KISRAN, SH
Penat# Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011




